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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 66 TAHUN2017 TENTANGPENJABARAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasaI 160 ayat (4)

.Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri DaIam Negeri Nemer 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 Tentang

Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah . dan

memperhatikan adanya usulan' perubahan/

pergeseran anggaran pada objek belanja dalam jenis

belanja berkenaan dan rindan ebjek belanja dalam

ebjek belanja berkenaan, maka dipandang perlu

dilakukan Pergeseran .Anggaran pada Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dipandang perlu

menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin

ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi

Banyuasin Nemer 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018.



"

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun

1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-

Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang

Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun

1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

termasuk Kotapraja, Dalam LingkuI1gan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahuri 2004 ,tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Rengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2004

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421); ,

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun" 2014 tentang

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara -Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun -2005 tentang

Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang

SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tflmhflhfln LpmhRTRn N"O"RTR R"nllhHlr Tnnnn""i"
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir

dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21

Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosia1 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan

Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas PeraturanMenteri Da1am

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia1 yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan-

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin -Tahun 2017

Nomor 12).

17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Nomor 66).

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun

2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66

Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI
BANYUASIN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2018

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angg!ll"an2018, diubah sebagai berikut :

Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang mengalami
perubahan adalah objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan rincian
objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Kesehatan, RSUD Sekayu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas .
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PerliIldungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan
Peneatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi,
Usaha Keeil dan Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Keeamatan
Ke1uang, Keeamatan Bayung Leneir, Keeamatan Tungkal Jaya, Keeamatan
Babat Supat.

Pasal II
Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal25 Mei 2018

PIt. BUPATIMUSI BANYUASIN,

~
BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN USI BANYUASIN,

H. P/. RIYADI
BERITADAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2018 NOMOR61
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